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FAHMI MASKUR (B 111 06 273), Upaya Kepolisian dalam 
Menanggulangi Tindak Pidana yang Terjadi pada Kegiatan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Bentuk Demonstrasi 
di Kota Makassar, dibimbing oleh Slamet Sampurnodan Abd.Asis. 
 
Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana pada pelaksanaan aksi menyampaikan pendapat 
di muka umum dalam bentuk demonstrasi dan upaya yang dilakukan 
pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pada 
pelaksanaan aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk 
demonstrasi. 
 
Berdasarkan hasil pembahasan sebgaimana telah diuraikan di atas, 
penulis menyimpulkan bahwa: (1).Faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pada pelaksanaan aksi menyampaikan pendapat di muka umum 
dalam bentuk demontrasi disebabkan oleh:a).Kurangterjalinnyahubungan 
baik antara pihak kepolisian dengan pihak demonstrasi;b).Banyaknya aksi 
demontrasi yang tidak disertai pemberitahuan kepada pihak kepolisian 
sehingga terlambatnya pengawalan terhadap pelaksaan aksi demonstrasi; 
danc).Terlaksananya demontrasi yang di organisir oleh oknum-oknum 
tertentu yang memang bertujuan untuk menciptakan suasana rusuh. 
(2).Tindakan upaya kepolisian yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
mencakup:a).Mencari tahu informasi yang beredar di masyarakat terkait 
dengan akan dilaksankannya aksi menyampaikan pendapat dalam bentuk 
demonstrasi secara missal;b).Melakukan upaya penertiban terhadap 
adanya dugaan kerusuhan atau tindak pidana pada pelaksanaan aksi 
demonstrasi; danc).Melakukanpenangkapanterhadappara pihak yang 
berdasarkan bukti awal permulaan yang cukup di duga melakukan tindak 









Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, 
Indonersia telah membentuk Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 
Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat 
melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan 
bebas namun tetap menjungjung tinggi kebebasan yang bertanggung 
jawab. 
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu 
hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-undang 
Dasar 1945 yang berbunyi :  
"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang," 
 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan 
dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 
yangberbunyi :  
"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan 
untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan 
pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak 
memandang batas-batas. "  
 
Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam 
menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap 
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harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik 
infrastruktur maupun supra struktur tetap terbebas dari penyimpangan 
atau pelanggaan hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, 
dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan 
hukum sehingga tidak menciptakan disintregasi sosial, tetapi justru 
harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. 
Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di 
muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, 
sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum 
dalam pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang 
antara lain menetapkan sebagai berikut : 
1. setiap orang memiliki kewajiban terhadapmasyarakat yang 
memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara 
bebas danpenuh. 
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiaporang 
harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang 
ditentukan olehundang-undang dengan maksud untuk 
menjamin pengakuan dan penghargaan terhadaphak serta 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat 
yang adil bagimoralitas, ketertiban, serta kesejahteraan 
umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak bolehdijalankan 
secara bertentangan dengan tujuan dan dan asas 
perserikatanBangsa-Bangsa. 
 
Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi 
materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya 
hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia 
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berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif 
terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.  
Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang 
dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan 
hubungan antar bangsa maka kemerdekaan menyampaikan pendapat 
di muka umum sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-
Undang Nomor  9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat Di Muka Umum harus berlandaskan:  
1. asas keseimbangan antara hak dankewajiban; 
2. asas musyawarah dan mufakat;  
3. asas kepastian hukum dan keadilan;  
4. asas proporsionalitas;  
5. asas manfaat.  
 
Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang 
bertanggung jawab dalamberpikir dan bertindak untuk menyampaikan 
pendapat di muka umum. Berdasarkanatas kelima asas kemerdekaan 
menyampaikan pendapat di muka umum tersebut 
makapelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk : 
a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab 
sebagaisalah satu hak asasi manusia sesuai dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945. 
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten 
danberkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan 
menyampaikan pendapat; 
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c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi 
berkembangnyapartisipasi dan kreativitas setiap warga 
negara sebagai perwujudan hak dantanggung jawab dalam 
kehidupan berdemokrasi. 
d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam 
kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa 
mengabaikan kepentinganperorangan atau kelompok. 
Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, 
dibentuknya Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ternyata 
menimbulkan masalah baru yang juga sangat meresahkan 
masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan penyampaian aspirasi 
melalui media demonstrasi ternyata tidak mengindahkan aturan yang 
ada. Sehingga banyak hak warga negara yang terabaikan dalam 
pelaksanaan demonstrasi. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilema dalam 
bertindak. Di satu sisi, sebagai petugas keamanan, polisi diharapkan 
mampu menjaga keamanan masyarakat terhadap aksi-aksi 
demonstrasi yang terjadi. Di sisi lain, polisi harus berhadapan dengan 
sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, yang bertindak 
anarkis dalam pelaksanaan demonstrasi. 
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Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk 
membahas permasalahan tersebut sebagai tugas akhir dalam 
penyelesaian studi penulis, dengan judul skripsi: UpayaKepolisian 
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Kegiatan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Bentuk Demonstrasi.  
B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan mengenai permasalahan ini dapat terjawab 
dengan tepat dan tidak mengambang, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
pada pelaksanaan aksi menyampaikan pendapat di muka umum 
dalam bentuk demonstrasi? 
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak kepolisian untuk 
menanggulangi terjadinya tindak pidana pada pelaksanaan aksi 
menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk 
demonstrasi? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mdengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana pada pelaksanaan aksi menyampaikan 
pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi. 
2. Untu mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk 
menanggulangi terjadinya tindak pidana pada pelaksanaan aksi 
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menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk 
demonstrasi. 
Kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalahDiharapkan 
dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi masukan kepada aparat 
kepolisian dalam melakukan tindakan ketika mengatasi segala 





















A. PengertianTindak Pidana 
Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak 
pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan 
kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. 
Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit 
oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, dan 
perbuatan pidana. 
Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan 
tentang perbuatan pidana (Sudarto 1986 : 31-32),yaitu : 
1. Pandangan Monistis 
“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan 
sifat dari perbuatan”.Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 
pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana 
sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) 
dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responbility). 
Menurut D. Simons (Lamintang 1997 : 185) tindak pidana 
adalah : 
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tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum.  
Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat 2008 : 
105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut : 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum 
4. Dilakukan dengan kesalahan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
 
Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, 
dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai 
“kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat 
melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. 
Andi Zainal Abidin (1987 : 250) menyatakan bahwa “kesalahan 
yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpalata 
(alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut : 
Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal 
act) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, 
perbuatan dan pertanggungjwaban pidana (criminal liability) 
dan mencakup kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan 
kemampuan bertanggungjawab. 
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Menurut J. Bauman (Sudarto 1975:31-32), “perbuatan/tindak 
pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat 
melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.  
Lanjut Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 :106), 
“tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan pidana”.  
Lebih lanjut Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk 
berpandangan monistis menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak 
pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada 
pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk 
subyek tindak pidana”. 
Van hammel (Andi Zainal Abidin 1987 : 250) yang 
berpandangan monistis  juga merumuskan strafbaarfeit bahwa, 
“perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan 
dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten)”  
2. Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, 
pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam 
pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act 
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maupun criminal responbility, sedangkan menurut pandangan dualistis 
(Tongat 2008: 106), yaitu : 
Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responbility tidak menjadi unsur tindak pidana.Oleh karena itu 
untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi 
tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ 
pertanggungjawaban pidana. 
Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para 
sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut : 
Menurut Pompe (Sudarto 1975 : 31-32), dalam hukum positif 
strafbaarfeit tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam 
pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan 
hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak 
pidana”.  
Lanjut Moeljatno (Sudarto 1975 : 31-32), “perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut”. Dengan penjelasan seperti tersebut. 
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi 
unsur (Tongat 2008: 107) sebagai berikut: 
a. Adanya perbuatan (manusia) 
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 
(1) KUHPidana) 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, 
terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum 
materiil dalam fungsinya yang negatif).  
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Moeljatno (1983 : 54) yang berpandangan dualistis 
menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan 
menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. 
Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang 
diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 
tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responbility).  
Namun demikian, Moeljatno (Soedarto 1975 : 31-32) juga 
menegaskan, bahwa “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan 
telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang 
yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”. 
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
1. Pengertian Kepolisian 
Moylan (1953:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti 
serta  pengertian kepolisian sebagai berikut: 
”Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang 
berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga 
istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian 
“polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara 
cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. 
Misalnya istilah “contable” di Inggris mengandung arti tertentu 
bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa contable mengandung dua 
macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di 
kalangan kepolisian (police contable) dan kedua berarti kantor 
polisi (office of constable)”.  
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Di samping itu istilah “police” dalam Bahasa Inggris 
mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles 
Reith (Anton Tabah, 2002:33) dalam bukunya “The Blind Eya of 
History” yang mengatakan “Police in the English language came to 
mean any kind of planing for improving of ordering communal 
existence”. Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith 
mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di 
satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya 
kejahatan. 
Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum 
Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan 
“Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” 
adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan 
polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bahwa ”Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan 
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. 
Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang 
yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat 
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, 
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pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini 
adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, 
Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di 
Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar 
provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 
Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (The Indonesian National 
Police). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia 
sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat 
membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor 
(kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang. 
Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, 
yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, welfare  kepolisian, 
hukum, dan politik negara yang mendukung. Welfare mencakup 
kesejahteraan dan sarana kepolisian (Anton Tabah, 2002:3) 
Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di 
sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 
Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. 
Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando 
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satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia 
dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian 
Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat 
provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-
kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di 
tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan 
bahkan pos-pos polisi dan bintara pembina kantibmas di tingkat desa 
(Babinkantibmas). 
2. Tugas dan Wewenang 
Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu 
sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di 
masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang 
berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan 
berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan 
kompleks. 
Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di 
amandeman): 
”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara 
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas 




Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas 
pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti 
tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara 
menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan 
masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. 
Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil 
setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. 
Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana 
yang dimaksud: 
1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum 
Polri merupakan bagian dari Criminal Justice System selaku 
penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan 
kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan 
internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri 
diaktualisasikan dalam bentuk: 
a. Polri  harus profesional dalam bidang hukum acara  pidana 
dan perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja 
berdasar kekuasaan akan hilang; 
b.  Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau 
tindakan sewenang-wenang; 
c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum; 
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d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan 
sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan 
penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan  
yang berlaku. 
2. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat  
Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang 
diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun 
yang belum diatur  oleh peraturan perundang-undangan (asas 
oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran 
ini diwujudkan dalam bentuk: 
a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak 
arogan dan merasa  tidak lebih di mata masyarakat 
b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan 
meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat 
c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan 
sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu 
d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi 
masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal 
mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
3. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (public service) 
Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan 
tugas Polri baik pre-emtif, preventif maupun represif. Peran ini 
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merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan 
masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara 
dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, 
melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan 
perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan 
responsif. Aktualiasi dari peran Polri ini adalah: 
a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralisir  
segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas; 
b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk 
pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta 
mengancam dengan kekerasan; 
c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga 
memberikan kepuasan bagi yang dilayani. 
Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan di atas merupakan 
landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang. 
Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak 
hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan 
perlindungan  kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas 
dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan 
Pasal 16 sebagai berikut: 
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1) Pasal 13 
 
Tugas  Pokok  Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, 
2. Menegakkan hukum, 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 
2) Pasal 14 
 
Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bertugas: 
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah 
sesuai dengan kebutuhan; 
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan; 
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 
perundang-undangan; 
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, 
dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 
peraturan perundang-undangan lainnya; 
8. Menyelenggaakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian 
umtuk kepentingan tugas kepolisian; 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 
masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban 
dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan 
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang 
berwenang; 
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 





3) Pasal 15  
 
1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara 
Republik Indonesia   secara umum berwenang: 
a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga 
masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum; 
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d. mengawasi aliran yang dsapat menimbulkan 
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan 
bangsa; 
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 
kewenangan  administratif kepolisian; 
f. melaksanakan  pemeriksaan khusus sebagai  bagian 
dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya  serta 
memotret seseorang; 
i. mencari keterangan dan barang buktu; 
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan 
yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l. memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, 
serta  kegiatan masyarakat; 
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk 
sementara waktu. 
 
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya  berwenang: 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian 
umum dan  kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor; 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan 
bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin operasional dan melakukan 
pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata 
tajam; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan 
pengawasan terhadap  badan usaha  di bidang jasa 
pengamanan; 
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g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih   aparat 
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa 
dalam bidang teknis kepolisian; 
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain 
dalam menyidik dan memberantas kejahatan 
internasional; 
i. Melakukan  pengawasan  fungsional kepolisian 
terhadap orang asing yang berada di wilayah 
Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam 
organisasi kepolisian internasional; 
k. Melaksnakan kewenangan lain yang termasuk dalam 
lingkup tugas kepolisian. 
 
3. Tata cara  pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam  ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
4) Pasal 16 
 
1. Dalam rangka menyelenggarakan  tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1  dan 14 di bidang proses pidana,  
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
dan penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada  penyidik 
dalam rangka penyidikan; 
d. Menyuruh berhenti orang yang   dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan  pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada 
pejabat  imigrasi yang berwenang di tempat 
pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 
mendadak untuk mencegah  atau menangkal orang 
yang disangka melakukan tindak pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada 
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil 
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penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 
diserahkan kepada penuntut umum; dan 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
 
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) 
huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang 
dilaksanakan jika memenuhi syarat  sebagai berikut: 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang  mengharuskan  
tindakan tersebut dilakukan; 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya; 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 
memaksa; dan 
e. Menghormati  hak asasi manusia. 
 
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat 
dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama 
.Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya 
semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-
kota kecil. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 
program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari 
cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey 
(Ramli Atmasasmita 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam 
crimeprevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang 
dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu : 
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1. Metode untuk mengurangi pengulangan darikejahatan, 
merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan satu 
cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan 
yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh 
seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode 
prevention (preventif). 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan 
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 
dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga 
pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan 
dapat dilakukan secara preventif dan represif. 
a. Upaya preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali 
.Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk 
mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 
semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki 
penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi 
kejahatan ulangan. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena 
upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu 
keahlian khusus dan ekonomis. 
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Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita,1983:79) 
menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan 
yaitu: 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan 
untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau 
tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat 
mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan 
jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan 
biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan 
sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat 
merupakan suatu kesatuan yang harmonis . 
 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas 
menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila 
keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang 
mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat 
dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan 
keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor 
biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita 
melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita 
menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, 
juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 
pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 
ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 
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perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa 
keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama . 
b. Upaya represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan 
kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan 
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 
bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak 
akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 
melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat 
berat . 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas 
dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan 
pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem 
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan 
kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang 
terangkai  dan berhubungan secara fungsional. 
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Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula 
dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman 
(punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 
1) Perlakuan ( treatment ) 
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak 
membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar 
hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai 
kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan 
terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang 
ditimbulkannya. 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut 
Abdul Syani (1987:139) yang membedakan dari segi jenjang 
berat dan ringannya suatu perlakuan,yaitu : 
a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, 
artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada 
orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam 
perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum 
begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. 
b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak 
langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang 
menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. 
 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-
perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum 
terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini 
dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat 
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kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan 
dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia 
kala. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini 
mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya 
pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan 
agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi 
dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari 
tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari 
pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar 
merugikan masyarakat dan pemerintah. 
2) Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan 
untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena 
kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 
dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai 
dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. 
Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 
pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh 
dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan 
hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah 
hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) 
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dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku 
kejahatan. 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, 
Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh 
Abdulsyani (1987:141) sebagai berikut : 
Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang 
mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat 
yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat 
oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut 
Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin 
dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang 
berfaedah di dalam masyarakat Indonesia . 
Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping 
narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga 
pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta 
dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar 
menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan 
bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan 
masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa 
lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga 
kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari 
penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk 
melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama 
dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.  
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D. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  
Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang 
dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah: 
Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan 
lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung 
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Selanjutnya yang dimaksudkan dengan di muka umum adalah: 
 
Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang 
lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau 
dilihat setiap orang. 
 
Dalam Pasal 9 pada Bab IV Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 
diatur mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum, 
yaitu: 
(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat 
dilaksanakan dengan: 
a. Unjuk rasa atau demontrasi;  
b. Pawai;  
c. Rapat umum; dan atau  
d. Mimbar bebas. 
(2) Penyampaianpendapat di muka umum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat 
terbuka untuk umum, kecuali: 
a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat 
ibadah,instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara 
atau laut, stasiun kereta api,terminal angkutan darat, dan  
b. objek-objek vital nasional;  
c. pada hari besar nasional. 
(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dilarang membawa 
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benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan 
umum. 
 
Dalam ketentuan umum pada Bab I Pasal 1 ditentukan 
mengenai defenisi bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka 
umum, yaitu: 
1. Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang 
dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara 
demonstratif di muka umum.  
2. Pawai adalah cara penyampaian pendapatdengan 
arak-arakan di jalan umum.  
3. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan 
untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.  
4. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan 
pendapat di muka umum yang dilakukan secara  bebas 
dan terbuka tanpa tema tertentu.  
 
Ketentuan Pasal 9 di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 
yang menentukan bahwa: 
 
(1) Penyamapaianpendapat di muka umum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukansecara tertulis 
kepada Polri. 
(2) Pemberitahuansecara tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), disampaikan oleh yang bersangkutan, 
pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. 
(3) Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
selambat-lambatnya 3x24 jam sebelumkegiatan di mulai 
telah diterima oleh polri setempat. 
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam 





Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas, diatur 
dalam Pasal 11, yang menentukan bahwa harus mencantumkan: 
a. maksud dan tujuan;  
b. tempat,lokasi dan rute;  
c. waktu dan lama;  
d. bentuk;  
e. penanggung jawab;  
f. nama dan alamat organisasi, kelompokatau perseorangan;  
g. alat peraga yang digunakan; dan atau  
h. jumlah peserta 
 
Dalam melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di 
muka umum, Warga Negara Indonesia memiliki beberapa hak yang 
diatur dalam undang-undang ini, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 5, 
yang menentukan bahwa: 
Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum 
berhak untuk : 
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;  
b. memperoleh perlindungan hukum.  
 
Selain hak, tentunya warga negara Indonesia yang melakukan 
kegiatan menyampaikan pendapat di  muka umum, memiliki beberapa 
kewajiban yang juga diatur dalam undang-undang ini pada Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, yaitu: 
Pasal 6 
Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. menghormati hak-hak orang lain;  
b. menghormati aturan-aturan moral yangdiakui umum;  
c. menaati hukum dan ketentuan peraturanperundang-
undangan yang berlaku;  
d. menjaga dan menghormati keamanan danketertiban umum; 
dan  




Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum 
oleh warga negara, aparaturpemerintah berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk : 
a. melindungi hak asasi manusia;  
b. menghargai asas legalitas;  
c. menghargai prinsip praduga tidakbersalah; dan  
d. menyelenggarakan pengamanan.  
Pasal 8 
Masyarakatberhak berperan serta secara bertanggungjawab 
untuk berupaya agar penyampaianpendapat dimuka 
umumdapat berlangsung secara aman,tertib dan damai. 
 
 
Selain mengatur mengenai bentuk-bentuk dan tata cara 
peklaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum, dalam 
undang-undang ini diatur juga mengenai sanksi pidana yang terjadi 
pada saat kegiatan penyampaian pendapat. Yaitu diatur dalam Pasal 
15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, yang menentukan bahwa; 
Pasal 15 
Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di 
bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 
dan pasal 11. 
Pasal 16 
Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di 
muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 17 
Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di 
muka umum yang melakukan tindakpidana sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku 
ditambah dengan 1/3 (satupertiga) dari pidana pokok. 
Pasal 18 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
kejahatan. 
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E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik.Berbagai teori yang menyangkut sebab 
kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan 
bidang ilmu pengetahuan.Namun, sampai dewasa ini masih belum 
juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan 
kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab 
musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan 
faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil 
dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan 
melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun 
secara berkelompok. 
Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat 
kejahatan masih saja terjadi.Hal ini merupakan permasalahan yang 
belum dapat dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa : 
Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
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kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti 
situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan.Dari pemikiran itu, 
berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam 
kriminologi.Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah 
dimulai sejak abad ke-18.Pada waktu itu, seseorang yang melakukan 
kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang 
berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan 
melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan 
muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, 
tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-
sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke 
Eropa dan Amerika.Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik.Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa 
senang dan tidak senang.Setiap manusia berhak memilih mana yang 
baik dan mana yang buruk.Perbuatan berdasarkan pertimbangan 
untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan.Dengan 
demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak 
mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah 
dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut 
lebih banyak mendatangkan kesenangan. 
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Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
Sementara itu Bentham (Weda, 1996:15) menyebutkan bahwa the act 
which i think will give me mosi plesseru. Dengan demikian, pidana 
yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang 
akan diperoleh. 
Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar 
ke inggris dan Jerman.Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan 
pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial.Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-
kondisi sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi (Bawengan, 1974:32).Menurut para tokoh aliran 
ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
Aliran keempat adalah tipologik.Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin. Mental tester, dari psikiatrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai 
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asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada 
sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang 
tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan 
berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan 
ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun 
proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada 
orang tersebut (Dirjosisworo, 1994:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan yang lainnya 
dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan 
penjahat.Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia 
yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa “criminal is 
born not made” (Bawengan, 1974). 
Ada beberapa proposisi yang di kemukakan oleh Lambroso, yaitu : 
(1) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) 
tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang 
asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut 
panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda ada 
bersamaan jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan di 
bawah tiga mungkin bukan penjahat, (3) tanda-tanda lahirilah ini bukan 
merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal 
kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. 
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Ciri-ciri ini merupakan pembaharuan sejak lahir, (4) karena adanya 
kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari melakukan 
kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak 
memungkinkan, dan (5) penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, 
pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu. 
Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester.Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. 
Menurut Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang yang 
feeblemindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini 
tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut.Kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan. 
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. 
Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu 
pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada 
kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari 
pengaruh-pengaruh jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, 
tanpa mengingat situasi-situasi sosial. 
Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan 
memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai “a function of 
environment”. Tema sentral aliran ini adalah “that criminal behaviour 
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results from the same processes as other social behaviour”. Bahwa 
proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku 
lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran 
ini adalah Sutherland.Ia mengemukakan bahwa perilaku yang 
dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial 
dipelajari dengan berbagai cara. 
Munculnya teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan 
pada sembilan proposisi (Atmasasmita, 1995:14-15) yaitu : 
a) Tingkah laku kriminal dipelajari 
b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang 
lain dalam suatu proses komunitas. 
c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal 
itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat. 
d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu 
termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang 
sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, 
dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap. 
e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia 
menguntungkan atau tidak  
f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-
definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. 
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g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari 
frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya. 
h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi 
dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua 
mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. 
i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena 
tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori 
lainnya. Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu 
bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama 
atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-
anggota tertentu pada masyarakatnya (dirdjosisworo, 1994:125). 
Menurut Tannenbaum (Atmasasmita 1995:38) kejahatan tidak 
sepenuhnya merupakan hasil dari kekurang mampuan seseorang 
tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan 
dirinya dengan kelompoknya. 
Lemert (Purnianti, 1994:123) menunjukkan adanya hubungan 
pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan 
konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. 
Yang diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara 
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emosional berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan 
penampilan perannya. 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat 
dalam setiap masyarakat (Sahetapy, 1992:37). Aspek budaya dan 
faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh 
dalam masyarakat.Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat 
dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang 
bersangkutan.Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari 
dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan 
sebagainya.Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial 
yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai 
sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek 












A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan Informasi yang dibutuhkan guna 
menyusun penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian di kota 
Makassar, yakni Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan 
mengadakan wawancara langsung dengan responden, baik melalui 
pengamatan maupun dengan  menggunakan daftar pertanyaan. 
Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari 
penelusuran arsip, hasil kajian, literatur buku,artikel serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Agar memperoleh data yang akurat, maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Data kepustakaan (Library Research) yaitu pengkajian buku 
ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu cara atau 
sistem penelitian secara langsung dilakukan dilapangan 
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terhadap objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini 
pengumpulan data yangdiperoleh dengan cara wawancara, 
yakni pengumpulan dengan cara langsung dengan pihak-
pihak yang terkait dengan kasus tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, 
karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan 
maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan 
karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub bab ini 
diuraikan gambaran umum tentang wilayah hukum Kepolisian Resort Kota 
Besar  Makassar. 
Kepolisian Resort Kota Besar Kota Makassar beralamatkan di Jalan 
Jendral Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar. Luas wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar meliputi seluruh wilayah Kota 
Makassar yaitu 175,77 km2 yang terdiri dari 14 kecamatan (Mariso, 
Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, 
Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan 
Tamalanrea) dan 143 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
Susunan organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar 
didasari oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik 
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Indonesia (Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 
tentang Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/366/VI/2010 tanggal 
14 Juni 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja tingkat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Resort dan Kepolisian Sektor. Kondisi 
Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar terdiri dari : 
MaKepolisian Resort Kota Besar  1 unit dan Polsek 12 unit dengan 
kekutan personil Polri saat ini terdiri dari Polri 2.305 orang dan PNS 55 
orang total Polri dan PNS= 2.360 orang. 
Dalam pelaksanaan tugasnya Ka.Kepolisian Resort Kota Besar  
Makassar dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf 
maupun pelaksana utama, yaitu : 
a. Pembantu Utama KaKepolisian Resort Kota Besar : Wakil Kepala 
Kepolisian Resort Kota Besar disingkat WakaKepolisian Resort Kota 
Besar  
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf : 
1. Bagian Operasional; 
2. Bagian Sumber daya; 
3. Bagian Perencanaan; 
4. Seksi Pengawasan; 
5. Seksi Profesi dan Pengamanan; 
6. Seksi Keuangan; dan 
7. Seksi Umum. 
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c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok: 
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 
2. Satuan Intelijen Keamanan; 
3. Satuan Reserse Kriminal; 
4. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; 
5. Satuan Pembinaan Masyarakat; 
6. Satuan Samapta Bhayangkara; 
7. Satuan Lalu Lintas; 
8. Satuan Pengamanan Objek Vital yang; 
d. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri 
e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek jajaran Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar; 
f. Satuan Narkoba; 
g. Satuan Kesamaptaan; 
h. Satuan lalu lintas; dan 
i. Satuan pengamanan objek vital. 
Dalam melaksanakan tugasnya Visi yang di emban Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar adalah: “Terwujudnya Pelayanan kamtibmas 
yang prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi polisional yang 
proaktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar.” 
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya 
diuraikan dalam Misi yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut : 
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a. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan 
segala bidang tugas kepolisian.  
b. Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme 
melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat 
dan berlanjut secara konsisten. 
c. Mencegah dan menaggulangi semua bentuk kejahatan 
terutama perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan 
jalanan( Street Crime ). 
d. Meniadakan rasa takut dan khawatir ( Fear Of Crime ) bagi 
semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar. 
e. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum 
dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal ( bagi 
seluruh Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar beserta 
keluarganya ) maupun eksternal ( bagi seluruh masyarakat di 
wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar ); dan 
f. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan 
terhadap masyarakat. 
 
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pada 
Pelaksanaan Aksi Menyampaikan pendapat di Muka Umum. 
Ada banyak hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi 
kejiwaan sesorang sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan hukum.Baik yang sifatnya dari luar 
diri pelaku (kriminologi), melainkan dapat juga dikarenakan hal-hal yang 
bersumber dari diri pelaku itu sendiri (viktimologi). 
Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, kerusuhan yang berujung 
pada tindakan yang tergolong dalam kategori tindak pidana yang terjadi 
pada moment/aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk 
demonstrasi, merupakan suatu hal yang terencana secara matang dan 
terstruktur.Kebanyakan aksi kerusuhan yang terjadi, adalah tujuan utama 
dari dilaksanakannya sebuah demonstrasi, dengan dalil untuk menarik 
perhatian publik. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui 
wawancara dengan beberapa sesama rekan mahasiswa yang sering 
melakukan aksi baik yang berkaitan dengan gerakan kemahasiswaan 
ataupun gerakan social kemasyarakatan, di masing-masing kantor 
sekretariat organisasi yang bersangkutan, pada umumnya 
mengemukakan bahwa faktor penyebab utama suatu pelaksanaan 
demonstrasi ini berujung pada sebuah kerusuhan tidak lain adalah untuk 
dapat menarik perhatian media (baik cetak maupun elektronik), sehingga 
aksi demontrasi yang mereka laksanakan dapat terliput pada salah satu 
media tersebut. Dengan terliputnya aksi yang mereka lakukan, maka 
mereka memiliki sarana untuk dapat menyampaikan pendapat mereka 
melalui berbagai media yang dapat di akses oleh masyarakat umum. 
Namun pernyataan tersebut bukanlah satu-satunya alasan, 
mengapa pelaksanaan aksi demonstrasi sering berujung pada 
kerusuhan.Sering juga kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh tindakan 
aparat yang terlalu represif dalam melakukan pengawalan terhadap 
jalannya aksi demonstrasi. Pengawalan ketat yang dilakukan, 
menyebabkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tidak tenang, dan 
biasanya berujung pada aksi saling serang antar kedua belah pihak. 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan 
karya ilmiah ini pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dengan 
melakukan waancara dengan Brigadir Polisi Ruslan selaku Reserse 
Mobile, Polrestabes Makassar, beliau mengemukakan, bahwa 
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pelaksanaan demonstrasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa maupun 
oleh organisasi kemasyarakatan, biasanya ditunggangi oleh kepentingan-
kepentingan segelintir orang yang memang mengkhendaki terjadinya aksi 
kerusuhan pada kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, 
sehingga dalam memberikan izin untuk menggelar aksi, kami selaku pihak 
kepolisian sangat berhati-hati, sebelum memberikan izin pelaksanaan 
kegiatan aksi, kami senentiasa berusaha mencari informasi terkait 
pelaksanaan aksi tersebut dan kesesuaian data permohonan izin, 
sehingga kami dapat memprediksi jumlah personil yang harus di turunkan 
untuk melakukan pengamanan. Namun tidak sedikit juga pelaksanaan 
aksi demonstrasi tersebut yang terselenggara tanpa mengantongi surat 
izin. Sehingga pihak kepolisian sangat kerepotan untuk melakukan 
pengamanan pada lokasi aksi demonstrasi. 
Tabel 1: 
Data Pelaksanaan Demonstrasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar, Tahun 2009 Sampai dengan 2012 
Tahun Jumlah Aksi Dengan Izin Tanpa Izin 
2009 49 11 38 
2010 33 9 24 
2011 55 14 41 
2012 41 13 28 




Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis terkait dengan aksi 
demonstrasi yang terjadi di Kota Makassar tersebut di atas, dapat dilihat 
bahwa pada tahun 2009, terdapat 49 aksi demontrasi yang terjadi dan 
hanya 11 aksi saja yang memiliki izin pelaksanaan kegiatan aksi. 
Selanjutnya pada tahun 2010, terdapat 33 aksi demonstrasi dan hanya 9 
saja yang memiliki izin.Pada tahun 2011, terlaksana 55 aksi demonstrasi 
dan hanya 14 aksi yang memiliki izin.Dan terakhir pada tahun 2012 
terlaksana 41 aksi dan yang memiliki izin hanya 13 kegiatan. 
Data di atas menunjukkan bahwa, kesadaran masyarakat perihal 
melakukan mekanisme perinjinan dalam melaksanakan aksi deomntrasi 
sangtlah minim, sehingga pihak kepolisian kurang memiliki informasi 
terkait dengan pelaksanaan aksi tersebut. Dalam wawancara yang 
dilakukan dengan beberapa rekan mahasiswa yang sering melakukan aksi 
menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara demonstrasi 
terungkap fakta bahwa, pihak kepolisian dalam memproses perijinan yang 
diajukan oleh pihak pendemonstrasi terkesan meminta dokumen yang 
dianggap mempersulit jalannya aksi tersebut, seperti identitas para 
demonstrans atau surat resmi pendirian organisasi atau jika demonstrasi 
tersebut dilaksanakan atas nama institusi pendidikan, pihak kepolisian 
sering meminta rekomendasi kegiatan dari pimpinan institusi yang 
bersangkutan. Sementara pelaksanaan demonstrasi bukanlah merupakan 
suatu aksi yang bias dengan mudak mendapatkan support dari pimpinan 
institusi seperti intitusi pendidikan. Karena tidak diperbolehkan untuk 
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mengatasnamakan institusi dalam melaksanakan aksi.Sehingga kami 
selaku demonstras seing mengaabaikan mekanisme perizinan tersebut. 
Selain itu dikemukakan juga bahwa paihak kepolisian cenderung 
mempersulit mereka dalam hal pemberian izin kegiatan jika kegiatan 
tersebut berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya demonstrasi.Karena 
asumsi pihak kepolisian bahwa demonstrasi yang dilakukan selalu 
berujung pada aksi tutup jalan misalnya, atau mendatangi kantor-kantor 
pemerintahan tertentu.Sementara untuk dapat mencapai tujuan aksi, yakni 
pemerintah mendengarkan pendapat demonstrasn, mereka diharuskan 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menarik perhatian media 
ataupun public. 
Penulis beranggapan bahwa susahnya persyaratan mekanisme 
perizinan ini, dan kurang baiknya hubungan antara para demonstran 
dengan pihak kepolisian merupakan salah satu factor penyebab 
banyaknya demonstran yang melakukan aksi menyampaikan pendapat di 
muka umum tanpa izin dari pihak berwenang.Kebanyakan demonstras, 
dengan atau tanpa izin tetap akan melaksanakan aksi mereka. Sehingga 
pemberian izin haruslah di permudah dan pihak kepolisian harus 
mempermudah mekanisme yang ada dan lebih bersifat aktif dalam usaha 
mencari tahu informasi terkait dengan demonstrasi tersebut. 
Terkait dengan hal ini, Brigadir Polisi Ruslan selaku Reserse 
Mobile, Polrestabes Makassar, mengemukakan bahwa kami selaku pihak 
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kepolisian, hanya berusaha menjalankan perintah undang-undang.  
Sebenarnya, izin dalam hal ini tidak dimaksudkan sebagai surat 
kebolehan atau tidak bolehnya terselenggara kegiatan aksi, hanya saja 
karena pelaksanaan aksi sering dilakukan di tempat umum maka sifat 
“pemberitahuan” sebgaimana diamantkan undang-undang nomor 9 Tahun 
1998, harus kita pertegas dengan maksud agar setiap pelaksanaan 
kegiatan aksi tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Terkait 
dengan mekanisme yang berbelit-belit, itu adalah perintah undang-undang 
yang menentukan bahwa Surat pemberitahuan mencakup, maksud dan 
tujuan; tempat,lokasi dan rute; waktu dan lama; bentuk;penanggung 
jawab; nama dan alamat organisasi, kelompokatau perseorangan;  alat 
peraga yang digunakan; dan atau jumlah peserta. 
Keseluruhan item tersebut, harus terpenuhi dengan pertimbangan 
agar pihak kepolisian dapat memprediksi terkait dengan bentuk dan 
jumlah personil pengamanan yang harus diturunkan ke 
Lapangan.Sehingga apabila terjadi hal-hal yang dianggap bertentangan 
dengan huku, dapat segera dilakukan tindakan antisipasi. 
Namun dalam kenyataannya, pihak yang mengajukan 
pemberitahuan untuk memperoleh izin, mencantumkan informasi data 
yang tidak sesuai dengan aksi di lapangan, misalnya terkait jumlah 
demonstran, ataupun rute yang akan dijalani. Sehingga kami selalu 
menyiapkan personil lebih untuk berjaga-jaga ekstra hati-hati terhadap 
keselamatan masyarakat. 
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Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan para pelaku 
demonstran terkait dengan aksi bentrok yang sering terjadi terutama pada 
aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa.Para demonstrasn berpendapat, 
bahwa pihak kepolisian terlalu agresif dalam melakukan pewalan terhadap 
mahasiswa yang melakukan demonstrasi, sehingga sering membuat 
suasana panic dan berujung pada kerusuhan massa.  
Hal ini dapat dibenarkan penulis, bahwa tindakan kepolisian yang 
terlalu agresif dengan menurunkan jumlah personil yang sangat banyak, 
dapat memancing psikologis massa yang melakukan demonstrasi untuk 
berbuat hal-hal yang tidak direncanakan seperti misalnya melakukan aksi 
pembakaran dan lempar batu guna melindungi diri dari penagkapan yang 
dilakukan oleh pohak kepolisian. Namun disisi lain, penulis juga tidak 
dapat menyalahkan pihak kepolisian yang menurunkan personil dalam 
jumlah yang besar, karena hal tersebut dilakukan dalam upaya melakukan 
tindakan antisipasi, karena pihak kepolisian juga tidak tahu menahu terkait 
dengan informasi detil aksi demonstrasi yang dilakukan, sehingga 
menurunkan personil dengan jumlah banyak itu dianggap lebih baik, 
daripada hanya menurunkan personil dalam julah sedikit lantas kemudian 
pada lokasi massa yang dihadapai ternyata dalam jumlah yang cukup 
banyak.Semestinya kedua belah pihak saling melaksanakan kewajiban 
masing-masing sebagaimana ditentukan Undang-Undang, agar dapat 
melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban dengan baik. 
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C. Upaya Kepolisian dalam menangangi Tindak Pidana yang 
Dilakukan Pada Kegiatan Menyampaikan pendapat di Muka Umum 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan 
waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama .Semakin 
lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin 
meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik 
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta 
kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat 
dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.Kaiser (Darmawan, 1994:4) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk 
memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik 
melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit.Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan.Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
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bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1981:114). 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4), ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi.Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka.Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan.Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
Dalam menghadapi maraknya aksi demonstrasi yang berujung 
pada kerusuhan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian. 
Pada wawancara yang dilakukan penulis  dengan Iptu Janwar  selaku 
Reserse Mobile, Polrestabes Makassar. Beliau mengemukakan bahwa 
langkah langkah yang dilakukan mencakup menjalin hubungan baik 
dengan mahasiswa, maupun ormas terutama yang sering melakukan 
54 
demonstrasi dengan jumlah massa yang banyak; selanjutnya mencari 
informasi melalui intelejen kepolisian terkait hal adanya dugaan 
demontrasi yang akan berujung pada pengrusakan barang; 
Tindakan-tindakan yang bersifat represif biasanya dengan cara 
melakukan komunikasi dengan korrdinator aksi untuk melakukan 
penertiban terhadap anggota aksi pada demonstrasi yang ditengarai akan 
mengakibatkan kerusuhan. Jika tindakan tersebut tidak di indahkan, maka 
kami selaku pihak kepolisian akan melakukan tindakan pembubaran 
paksa terhadap kegiatan demonstrasi tersebut; 
Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa tindak lanjut atas terjadinya 
tindak pidana dilakukan dengan melakukan pencarian informasi, biasanya 
dari pihak kepolisian melakukan perekaman berupa video, untuk 
selanjutnya dijadikan bahan analisis yang  di sandingkan dengan temuan 
lapangan untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas 
terjadinya tindak pidana tersebut; 
Penulis beranggapan bahwa tindakan upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian haruslah difokuskan dan diprioritaskan 
pada tindakan yang sifatnya preventif. Mengingat bahwa kegiatan 
demonstrasi ini dilakukan oleh sekelompok orang, sehingga akibat yang 
ditimbulkan jika sampai terjadi kerusuhan atau hal-hal lainnya yang 
berkaitan dengan tindak pidana, akan mengakibatkan kerugian yang 
besar pada masyarakat. 
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Kepolisian diharapkan mengoptimalkan peran intelejen kepolisian 
dalam mencari tahu informasi terkait dengan adanya aksi pelaksanaan 
menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi, 
sehingga adanya pelaksanaan demontrasi yang tanpa melalui mekanisme 







Berdasarkan hasil pembahasan sebgaimana telah diuraikan di 
atas, penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada pelaksanaan aksi 
menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk demontrasi 
disebabkan oleh: 
a. Kurang terjalinya hubungan baik antara pihak kepolisian dengan 
pihak demonstrasi; 
b. Banyaknya aksi demontrasi yang tidak disertai pemberitahuan 
kepada pihak kepolisian sehingga terlambatnya pengawalan 
terhadap pelaksaan aksi demonstrasi; dan 
c. Terlaksananya demontrasi yang di organisir oleh oknum-oknum 
tertentu yang memang bertujuan untuk menciptakan suasana 
rusuh. 
2. Tindakan upaya kepolisian yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
mencakup: 
a. Mencari tahu informasi yang beredar di masyarakat terkait 
dengan akan dilaksankannya aksi menyampaikan pendapat 
dalam bentuk demonstrasi secara missal; 
b. Melakukan upaya penertiban terhadap adanya dugaan 
kerusuhan atau tindak pidana pada pelaksanaan aksi 
demonstrasi; dan 
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c. Melakukan penangkapan terhadap para pihak yang 
berdasarkan bukti awal permulaan yang cukup di duga 
melakukan tindak pidana pada aksi demonstrasi. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis 
merekomendasikan agar: 
1. Pihak kepolisian menjalin hubungan yang baik dengan organisasi 
kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan melalui Satuan 
Pembinaan Masyarakat agar terciptanya suasana kondusif dalam 
berbagai pelaksanaan kegiatan missal yang melibatkan warga 
masyarakat. 
2. Mengoptimalkan peran unit intelejen dalam melakukan pencarian 
informasi dan fakta terkait dengan adanya aksi pelaksanaan 
menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi 








Abdul Syani. 1987. Sosiologi Kriminologi. Remaja Karya. Bandung. 
 
Abidin, Andi Zainal, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan 
Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus). Prapanca, 
Jakarta. 
 
Anton Tabah. 2002. Terjemahan Buku Police Reacean War. Tunggul 
Maju. Jakarta. 
 
Atmasasmita, Romli, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta. 
 
Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung. 
 
Moeljatno. 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara 
 
Moylan S. J. The Police Of Britain. Majalah Bhayangkari No.1.1953: 4. 
Tanggal 13 Maret. 
 
Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. 
Refika Aditama. Bandung. 
 





Undang-undang Dasar 1945 
 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 






UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9TAHUN 1998 
TENTANG 
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
a. Bahwakemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 
adalah hak asasi manusia yangdijamin oleh Undang-Undang Dasar 
1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak AsasiManusia;  
b. Bahwakemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan 
pendapat di muka umummerupakan wujud demokrasi dalam 
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara;  
c. Bahwauntuk membangun negara demokrasi yang 
menyelenggarakan keadilan sosial danmenjamin hak asasi 
manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dandamai;  
d. bahwa hakmenyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan 
secara bertanggung jawab sesuaidengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;  
e. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, c, dan d, perludibentuk undang-undang tentang 
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.  
 
Mengingat : 
Pasal 5ayat (1), Pasal 20 ayat(1), dan Pasal 28 Undang-Undang 
Dasar 1945.  
Dengan Persetujuan 









Dalamundang-undang ini yang dimaksud dengan : 
5. Kemerdekaanmenyampaikan pendapat adalah hak setiap 
warga negara untuk menyampaikan pikirandengan lisan, 
tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab 
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sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
6. Di mukaumum adalah di hadapan orang banyak, atau orang 
lain termasuk juga di tempatyang dapat didatangi dan atau 
dilihat setiap orang.  
7. Unjukrasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan 
seorang atau lebih untukmengeluarkan pikiran dengan lisan, 
tulisan, dan sebagainya secara demonstratifdi muka umum.  
8. Pawai adalah cara penyampaian pendapatdengan arak-arakan 
di jalan umum.  
9. Rapatumum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk 
menyampaikan pendapat dengantema tertentu.  
10. Mimbarbebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di 
muka umum yang dilakukan secarabebas dan terbuka tanpa 
tema tertentu.  
11. Warga negara adalah warga negararepublik Indonesia.  
12. Polri adalah Kepolisian Negara RepublikIndonesia.  
Pasal 2 
Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakansesuai dengan 





Kemerdekaanmenyampaikan pendapat di muka umum 
dilaksanakan berlandaskan pada:  
a. asas keseimbangan antara hak dankewajiban;  
b. asas musyawarah dan mufakat;  
c. asas kepastian hukum dan keadilan;  
d. asas proporsionalitas; dan  
e. asas manfaat.  
Pasal 4 
Tujuanpengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat 
di muka umum adalah : 
a. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan 
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan 
menyampaikan pendapat;  
b. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan 





Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum 
berhak untuk : 
c. mengeluarkan pikiran secara bebas;  
d. memperoleh perlindungan hukum.  
Pasal 6 
Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum 
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : 
f. menghormati hak-hak orang lain;  
g. menghormati aturan-aturan moral yangdiakui umum;  
h. menaati hukum dan ketentuan peraturanperundang-undangan 
yang berlaku;  
i. menjaga dan menghormati keamanan danketertiban umum; dan  
j. menjaga keutuhan persatuan dankesatuan bangsa.  
Pasal 7 
Dalampelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh 
warga negara, aparaturpemerintah berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk : 
e. melindungi hak asasi manusia;  
f. menghargai asas legalitas;  
g. menghargai prinsip praduga tidakbersalah; dan  
h. menyelenggarakan pengamanan.  
Pasal 8 
Masyarakatberhak berperan serta secara bertanggungjawab untuk 
berupaya agar penyampaianpendapat dimuka umumdapat 
berlangsung secara aman,tertib dan damai. 
 
BAB IV 
BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA 
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 
Pasal 9 
(4) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat 
dilaksanakan dengan: 
e. Unjuk rasa atau demontrasi;  
f. Pawai;  
g. Rapat umum; dan atau  
h. Mimbar bebas. 
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(5) Penyampaianpendapat di muka umum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk 
umum, kecuali: 
d. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah,instalasi 
militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun 
kereta api,terminal angkutan darat, dan  
e. objek-objek vital nasional;  
f. pada hari besar nasional. 
(6) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dilarang membawa 
benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. 
 
Pasal 10 
(1) Penyamapaianpendapat di muka umum sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 wajib diberitahukansecara tertulis kepada Polri. 
(2) Pemberitahuansecara tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau 
penanggung jawab kelompok. 
(3) Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
selambat-lambatnya 3x24 jam sebelumkegiatan di mulai telah 
diterima oleh polri setempat. 
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan 
kegiatan keagamaan. 
Pasal 11 
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 
(1) 
i. maksud dan tujuan;  
j. tempat,lokasi dan rute;  
k. waktu dan lama;  
l. bentuk;  
m. penanggung jawab;  
n. nama dan alamat organisasi, kelompokatau perseorangan;  
o. alat peraga yang digunakan; dan atau  
p. jumlah peserta 
 
Pasal 12 
(1) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6, pasal 9, dan pasal 11 wajibbertanggung jawab agar 
kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib danaman.  
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(2) Setiapsampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk 
rasa atau demontrasi danpawai harus ada seorang sampai 
dengan lima orang penanggung jawab.  
Pasal13 
(1) setelahmenerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 polri wajib :  
a. berkoordinasi dengan penanggung jawab 
penyampaianpendapat di muka umum;  
b. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.  
(2) Dalampelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum polri 
bertanggung jawabmemberikan perlindungan keamanan 
terhadap pelaku atau pesrta penyampaianpendapat di muka 
umum. 
(3) Dalampelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri 
bertanggung jawabmenyelenggarakan pengamanan untuk 
menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuaidengan 
prosedur yang berlaku. 
Pasal 14 
Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum 
disampaikan secara tertulis danlangsung oleh penanggung jawab 
kepada polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu 
pelaksanaan. 
BAB V 
S A N K S I 
Pasal 15 
Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di 
bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan 
pasal 11. 
Pasal 16 
Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berrlaku. 
Pasal 17 
Penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka 
umum yang melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai 
denganperaturan perundang-undangan pidana yang berlaku 








Undang-undangini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
undang-undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
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NOMOR 9TAHUN 1998 
TENTANG 
KEMERDEKAANMENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 
 
I. UMUM  
Menyampaikanpendapat di muka umum merupakan salah satu 
hak asasi manusia yang dijamin dalampasal 28 Undang-undang Dasar 
1945 yang berbunyi : "kemerdekaan beerserikatdan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainyaditetapkan dengan undang-undang, " Kemerdekaan 
menyampaikan pendapattersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi 
Universal Hak-Hak Asasi Manusia yangberbunyi : "Setiap orang 
berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkanpendapat 
dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima 
danmenyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun 
juga dan dengan tidakmemandang batas-batas. " Perwujudan 
kehendak warga negara secara bebasdalam menyampaikan pikiran 
secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harusdipelihara agar 
seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur 
maupunsuprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau 
pelanggaan hukum yangbertentangan dengan maksud, tujuan, dan 
arah dari proses keterbukaan dalampembentukan dan penegakan 
hukum sehingga tidak menciptakan disintregasi sosial,tetapi justru 
harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. 
Dengandemikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di 
muka umum harusdilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, 
sejalan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimanatercantum dalam 
pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antaralain 
menetapkan sebagai berikut : 
4. setiap orang memiliki kewajiban terhadapmasyarakat yang 
memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas 
danpenuh. 
5. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiaporang harus 
tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan 
olehundang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan 
dan penghargaan terhadaphak serta kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagimoralitas, ketertiban, 
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serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang 
demokratis; 
6. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak bolehdijalankan secara 
bertentangan dengan tujuan dan dan asas perserikatanBangsa-
Bangsa. 
Dikaitkandengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi 
hukum, aparatur hukum,sarana dan prasarana hukum, budaya hukum 
dan hak asasi manusia, pemerintahrepublik Indonesia berkewajiban 
mewujudkan dalam bentuk sikap politik yangaspiratif terhadap 
keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitiktolak 
dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari 
sisikepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar 
bangsa makakemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 
harus berlandaskan:  
6. asas keseimbangan antara hak dankewajiban; 
7. asas musyawarah dan mufakat;  
8. asas kepastian hukum dan keadilan;  
9. asas proporsionalitas;  
10. asas manfaat.  
Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang 
bertanggung jawab dalamberpikir dan bertindak untuk menyampaikan 
pendapat di muka umum. Berdasarkanatas kelima asas kemerdekaan 
menyampaikan pendapat di muka umum tersebut 
makapelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk : 
e. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagaisalah 
satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar1945. 
f. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten 
danberkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan 
menyampaikan pendapat; 
g. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnyapartisipasi 
dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak 
dantanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. 
h. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam 
kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa 
mengabaikan kepentinganperorangan atau kelompok. 
Sejalandengan tujuan tersebut diatas rambu-rambu hukum harus 
memiliki karakteristikotonom, responsif, dan mengurangi atau 
meninggalkan karakteristik yangrepresif. Dengan berpegang teguh 
pada karakteristik tersebut maka undang-undangtentang kemerdekaan 
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menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan 
ketentuanperaturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, 
sehingga di satu sisidapat melindungi hak dan warga negara sesuai 
dengan pasal 28 Undang-UndangDasar 1945, dan di sisi lain dapat 
mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupunpsikis, yang dapat 
mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan 
dalampembentukan dan penegakan hukum. Undang-undang ini 
mengatur bentuk dan tatapenyampaian pendapat di muka umum, dan 
tidak mengatur penyampaian pendapatmelalui media massa, baik 




Pasal 1Cukup jelas 
Pasal 2 
Ayat (1) Cukup jelas 
Ayat (2)  
Yangdimaksud dengan "penyampaian pendapat di muka umum" 
adalahpenyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. 
"penyampaianpendapat secara lisan" antara lain: petisi, gambar, pamflet, 
poster,brosur, selebaran dan spanduk. Adapun yang dimaksud dengan 
dan sebagainyaantara lain: sikap membisu dan mogok makan.  
Pasal 3 
Huruf a Cukup jelas 
Huruf b Cukup jelas 
Huruf c Cukup jelas 
Huruf d  
Yangdimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang 
meletakkan segalakegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan 
tersebut, baik yangdilakukan oleh warga negara, institusi, maupun 
aparatur pemerintah, yangdilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan 
etika institusional.  
Huruf e Cukup jelas 
Pasal 4Cukup jelas 
Pasal 5 
Huruf a  
Yangdimaksud dengan mengeluarkan pikiran secara bebas adalah 
mengeluarkan pendapat,pandangan,kehendak, atau perasaan yang 
bebas dari tekanan fisik, psikis, ataupembatasan yang bertentangan 
dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4undang-undang ini.  
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Huruf b  
Yangdimaksud dengan memperoleh perlindungan hukum termasuk 
didalamnya jaminankeamanan. 
Pasal 6 
Huruf a  
Yangdimaksud dengan menghormati kebebasan dan hak-hak orang lain 
adalah ikutmemelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk 
hidup aman, tertib,dan damai.  
Huruf b  
Yangdimaksud dengan menghormati aturan-aturan moral yang di akui 
umum adalahmengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan 
dalam kehidupan masyarakat. 
Huruf c Cukup jelas 
Huruf d  
Yangdimaksud dengan menjaga dan menghormati keamanan dan 
ketertiban umum adalahperbuatan yang dapat mencegah timbulnya 
bahaya bagi ketentraman dan keselamatanumum, baik yang menyangkut 
orang, barang maupun kesehatan. 
Huruf e  
Yangdimaksud dengan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan 
bangsa adalah perbuatanyang dapat mencegah timbulnya permusuhan, 
kebencian atau penghinaan terhadapsuku, agama, ras, dan antar 
golongan dalam masyarakat. 
Pasal 7 
Yangdimaksud dengan aparatur pemerintah adalah aparatur pemerintah 
yangmenyelenggarakan pengamanan. 
Huruf a Cukup jelas 
Huruf b Cukup jelas 
Huruf c Cukup jelas 
Huruf d  
Yangdimaksud dengan menyelenggarakan pengamanan adalah segala 
daya upaya untukmencipyakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk 
mencegah timbulnya 
1. Kenaikan Isa Al-Masih;  
2. Hari Raya Waisak;  
3. Hari Raya Idul Fitri;  
4. Hari Idul Adha;  
5. Hari Maulid Nabi;  
6. 1 Muharam;  
7. Hari Natal; 
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8. 17 Agustus. 
Ayat (3) Cukup jelas 
Pasal10 
Ayat (1) Cukup jelas 
Ayat (2) Cukup jelas 
Ayat (3)  
Yangdimaksud dengan Polri setempat adalah satuan Polri terdepan di 
mana kegiatanpenyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan 
dilaksanakan pada : 
a. 1 kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada polseksetempat; 
b. kecamatan atau lebih dalam lingkungankabupaten/kotamadya, 
pemberitahuan ditujukan kepada polres setempat; 
c. 2 kabupaten/kotamadya atau lebih dalam satupropinsi, pemberitahuan 
ditujukan kepada polda setempat; 
d. 2 propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukanpada markas besar 
kepolisian negara republik Indonesia. 
Ayat (4) Cukup jelas 
Pasal11 
Huruf a Cukup jelas 
Huruf b  
Yangdimaksud dengan tempat dalam pasal ini adalah tempat peserta 
berkumpul danberangkat ke lokasi.Yang dimaksud dengan lokasi dalam 
pasal ini adalah tempatpenyampaian pendapat di muka umum.Yang 
dimaksud dengan rute dalam pasal iniadalah jalan yang dilalui oleh 
peserta penyampaian pendapat di muka umum daritempat berkumpul dan 
berangkat sampai ke lokasi yang dituju dan atausebaliknya. 
Huruf c Cukup jelas 
Huruf d  
Yangdimaksud dengan bentuk adalah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (1). 
Huruf e  
Penanggungjawab adalah orang yang memimpin dan atau 
menyelenggarakan pelaksanaanpenyampaian pendapat di muka umum 
yang bertangggung jawab agar pelaksanaannyaberlangsung dengan 
aman, tertib, dan damai. 
Huruf f Cukup jelas 
Huruf g Cukup jelas 





Ayat (1)  
Huruf a Cukup jelas 
Huruf b  
Koordinasiantara polri dengan penanggung jawab dimaksudkan untuk 
mempertimbangkanfaktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya 
penyampaian pendapat di mukaumum secara aman, tertib, dan damai, 
terutama penyelenggaraan pada malam hari. 
Huruf c Cukup jelas 
Huruf d Cukup jelas 
Ayat (2) Cukup jelas 
Ayat (3) Cukup jelas 
Pasal14Cukup jelas 
Pasal15 
Kewajibandan tanggung jawab yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a, b, d, 
dan adalahkewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur 
dalam ketentuanperundang-undangan yang berlaku. 
Pasal16 
Yang dimaksuddengan sanksi hukum adalah sanksi hukum pidana, sanksi 
hukum perdata, atausanksi administrasi.Yang dimaksud ketentuan 
peraturan perundang-undanganadalah ketentuan peraturan perundang-
undangan hukum pidana, hukum perdata danhukum administrasi. 
Pasal17 
Yangdimaksud dengan melakukan tindak pidana dalam pasal ini adalah 
termasukperbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-
Undang HukumPidana. 
Pasal18Cukup jelas 
Pasal 19Cukup jelas 
Pasal 20Cukup jelas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
